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TENTANG

PENUNJUKAN TIM DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT

PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu ditunjuk dan ditetapkan
Tim District Project Management Unit Program Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
tentang Penunjukan Tim District Project Management Unit
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)
jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun‘2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5715);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuagan Daerah, sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/
IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada
Kementerian Negara/Lembaga;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir
Selatan; '

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Tim District Project Management Unit Program Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

TIM District Project”) Management Unit sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1.  Mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat
kabupaten, termasuk alokasi anggaran, rencana kerja tahunan,
kegiatan = pendampingan dan  peningkatan  kapasitas,
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Dengan masukan Pokja AMPL, menyusun target kinerja untuk
Program Pamsimas tingkat kabupaten dengan merefleksikan
indikator kinerja tingkat nasional,. antara lain : jumlah
tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak,
jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas
buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja
pengelolaan SPAMS secara baik (kelembagaan, teknis dan

keuangan), dan lainnya;

Bersama Satker dan PPK Kabupaten Dbertanggung-jawab
terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, baik
ditingkat kabupaten maupun desa, termasuk diantaranya
adalah penyusunan dan pelaksanaan RAD AMPL, pekerjaan
fisik, pendampingan masyarakat, penyaluran bantuan langsung
masyarakat (BLM) serta kegiatan pengembangan kapasitas;

Bertanggung jawab terhadap pencapaian target indikator kunci
tingkat kabupaten;

Mengelola kegiatan pendampingan masyarakat dan desa,
termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan
pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja
pendampingan tingkat masyarakat, memberikan panduan dan
arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga
pendampingan masyarakat;

Mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat kabupaten (Tim
Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat),
termasuk diantaranya adalah memimpin strategi pendampingan
tingkat kabupaten dan desa, memberikan panduan dan arahan
kepada tim Korkab dan TFM, memantau dan mengevaluasi
kinerja tim Korkab dan TFM, memberikan usulan perbaikan
kinerja tim Korkab dan TFM kepada Satker Pusat dan CPMU,
dan lainnya;

Bersama Pakem dan Satker Kabupaten, melakukan evaluasi
terhadap RKM, termasuk di dalam fungsi ini adalah mengkaji
kesesuaian hasil perencanaan tingkat desa (RKM dan PJM
ProAKS]I) dengan proposal desa,

Melaporkan hsil-hasil, kemajuan dan kinerja pelaksanaan
program (teknis, kelembagaan dan keuangan) kepada Kepala
Daerah, PPMU dan CPMU;

&

Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk
Pamsimas, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu
pengisian data oleh fasilitator dan tim Koordinator Kabupaten,
memastikan data.yang terisi adalah akurat, menggunakan data-
data dalam SIM Pamsimas untuk pengambilan keputusan di
tingkat kabupaten;

Merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan,
termasuk kegiatan pengembangan kapasitas, kepada Pokja
AMPL;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan
tugas mulai tanggal 2 Januari 2018.

Keputusan iri_i mulai berlaku péda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
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Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya, pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Bidang Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Staf Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya, pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Staf Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya, pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
Staf Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya, pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketua
Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan

Bagian Monitoring & Evaluasi
Bagian Monitoring 8 Evaluasi
Bagian Monitoring & Evaluasi

Bagian Keuangan/Sekretariat :
Staf Sekretariat ‘ ¥

Staf Sekretariat




